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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 88 TAHUN 2013 
TENTANG  

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai 
acuan dalam pembentukan produk hukum di 
lingkungan Kementerian Dalam Negeri telah dicabut 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap 
pengaturan produk hukum di lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri; 

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 
Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum di 
Lingkungan Departemen Dalam Negeri sudah tidak 
sesuai perkembangan sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia tentang Pembentukan Produk Hukum di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pembentukan Produk Hukum adalah proses pembuatan peraturan 

perundang-undangan dan Keputusan yang dimulai dari perencanaan, 
penyusunan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. 

2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang 
dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan 
mengikat secara umum. 

3. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang 
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama 
Presiden. 

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan 
perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal 
kegentingan yang memaksa. 
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5. Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang 
sebagaimana mestinya. 

6. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang 
dibuat oleh Presiden. 

7. Keputusan Presiden adalah penetapan yang dibuat oleh Presiden. 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah peraturan perundang-

undangan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri. 
9. Peraturan Bersama Menteri adalah peraturan perundang-undangan 

yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri bersama Menteri lainnya. 
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri adalah penetapan yang dibuat oleh 

Menteri Dalam Negeri. 
11. Produk hukum Kementerian Dalam Negeri adalah peraturan dan 

keputusan yang dikeluarkan sesuai dengan fungsi dan tugas 
Kementerian Dalam Negeri. 

12. Komponen adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 

13. Pimpinan komponen adalah pejabat eselon I di lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri. 

BAB II 
PRODUK HUKUM 

Pasal 2 

Produk hukum Kementerian Dalam Negeri terdiri atas: 
a. produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden; dan 

b. produk hukum yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri  

Pasal 3 

Produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat: 

a. pengaturan; dan 

b. penetapan. 

Pasal 4 
(1) Produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden yang bersifat 

pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:  
a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang; 
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b. Peraturan Pemerintah; dan 
c. Peraturan Presiden;  

(2) Produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden yang bersifat penetapan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berupa Keputusan 
Presiden 

Pasal 5 

(1) Produk hukum yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang 
bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 
meliputi:  

a. Peraturan Menteri; dan 
b. Peraturan Bersama Menteri. 

(2) Produk hukum yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang 
bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, 
berupa Keputusan Menteri. 

BAB III 
PROSEDUR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM 

Bagian Kesatu 
Produk Hukum Bersifat Pengaturan 

Paragraf 1 
Perencanaan 

Pasal 6 

(1) Sekretaris Jenderal meminta kepada pimpinan komponen rencana 
penyusunan produk hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan 
masing-masing. 

(2) Rencana penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), disiapkan oleh pejabat eselon II dan dikoordinasikan oleh 
sekretaris komponen melalui bagian yang membidangi peraturan 
perundang-undangan.  

(3) Pimpinan komponen menyampaikan rencana penyusunan produk 
hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Sekretaris 
Jenderal dengan melampirkan rancangan produk hukum. 

Pasal 7 

(1) Penyampaian rencana penyusunan produk hukum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), yang tidak diperintahkan oleh 
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peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dilampiri rancangan 
produk hukum dan pokok-pokok pikiran. 

(2) Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. latar belakang; 
b. maksud dan tujuan pengaturan; 

c. dasar hukum; 
d. materi yang akan diatur; dan 
e. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain. 

(3) Penyampaian rencana penyusunan produk hukum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), yang diperintahkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi menyebutkan pasal yang 
memerintahkan adanya pengaturan lebih lanjut. 

Pasal 8 
(1) Penyusunan produk hukum selain Undang-Undang paling lama 2 

(dua) tahun berturut-turut dicantumkan dalam Program Legislasi 
Kementerian Dalam Negeri. 

(2) Penyampaian rencana penyusunan produk hukum yang melebihi 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat 
persetujuan dari Sekretaris Jenderal. 

(3) Penyampaian rencana penyusunan produk hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan pokok-pokok pikiran 
dan rancangan produk hukum yang diusulkan. 

Pasal 9 

(1) Penyampaian rencana penyusunan Undang-Undang disertai dengan: 
a. naskah akademis; 
b. batang tubuh rancangan;  

c. surat ijin prakarsa dari Presiden; dan 
d. surat keterangan sudah di harmonisasi dari Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia. 
(2) Penyampaian rencana penyusunan Peraturan Pemerintah dan 

Peraturan Presiden disertai dengan: 
a. naskah akademis; 
b. batang tubuh rancangan; dan 

c. surat ijin prakarsa dari Presiden atau surat pemberitahuan 
penyusunan kepada Presiden;  
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